BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.915, 2014 BAPPENAS. uUnit Layanan Pengadaan.
Barang/Jasa. Pemerintah.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Pasal 84A ayat (3) Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER.O05/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Kementerian
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Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional,

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang
Unit Layanan Pengadaan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tetah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3

Tahun 2014;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG UNIT LAYANAN
PENGADAAN KEMENTERIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri/Kepala Bappenas ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat
Kementerian PPN/Bappenas adalah unsur pelaksana pemerintah yang
berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden.

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa.

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri
PPN/Kepala Bappenas.

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah
pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
kerja non struktural yang berfungsi untuk melaksanakan seluruh
proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PPN/Bappenas secara
terpadu dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan
perundang — undangan.

8. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok
kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga)
orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan,
yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan
barang/jasa di Kementerian PPN/Bappenas.

9. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PPN/Bappenas adalah
Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya,
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Panitia Pengadaan Konsultansi, Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang
Dibiayai oleh Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi /jasa
konsultansi/jasa lainnya.

11. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah proses untuk mendapatkan
penyedia barang/jasa dengan menggunakan metode tertentu yang
dimulai dari pengumuman sampai dengan penetapan penyedia
barang/jasa.

12. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE
adalah LPSE LKPP.

BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian
PPN/Bappenas yang selanjutnya disebut ULP Kementerian PPN/Bappenas.

BAB Il
TUJUAN
Pasal 3
ULP Kementerian PPN/Bappenas dibentuk dengan tujuan :

a. menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih terintegrasi atau
terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan; dan

b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

BAB IV
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP
Pasal 4

ULP Kementerian PPN/Bappenas merupakan unit kerja di Kementerian
PPN/Bappenas dan bersifat non struktural yang khusus menangani proses
Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PPN/Bappenas dan melekat di
Bagian Urusan Dalam Biro Umum.

Pasal 5

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa yang
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pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 6
Tugas ULP Kementerian PPN/Bappenas meliputi:
a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;
b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website
Kementerian PPN/Bappenas dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada
Portal Pengadaan Nasional;

d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;

e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

f. menjawab sanggahan;

g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;

h. menyimpan dan mengelola dokumen asli pemilihan penyedia
barang/jasa;

i. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan
Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
PA/KPA;

k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

I. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa diULP
Kementerian PPN/Bappenas;

m. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan sistem
pengadaan secara elektronik di LPSE;

n. melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang
telah dilaksanakan;

0. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup
dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan
barang/jasa, daftar hitam penyedia; dan

p. melaksanakan pengembangan dan pembinaan kemampuan teknis
pengadaan barang/jasa sumber daya manusia ULP Kementerian
PPN/Bappenas.

www.djpp.kemenkumham.qgo.id



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

